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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5585); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2009  tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6186); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun  2012 

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5530); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun  2017  tentang 

Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6023); 

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari 

Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan 

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23); 
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12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 10 Tahun 2017 tentang  Pokok-Pokok dalam 

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 10 Tahun 2017 tentang  Pokok-Pokok dalam 

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 256); 

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan 

Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018  tentang  Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 

Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711); 

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan 

di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1079); 

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian 

Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian 

Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN NOMOR 

POKOK WAJIB PAJAK DAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT 

DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN ATAU 

PELAPORAN DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL. 

 

KESATU : Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap Sektor Energi dan Sumber 

Daya Mineral wajib untuk menyampaikan: 

a. Nama dan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan 

Usaha/Bentuk Usaha Tetap; 

b. Nama dan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 

tax identity seluruh Direksi/pimpinan perusahaan; 

c. Nama dan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 

tax identity seluruh Komisaris/pengawas perusahaan; 

d. Nama dan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak/tax identity 

seluruh Pemegang Saham Badan Usaha/Bentuk Usaha 

Tetap; dan 

e. Daftar penerima manfaat (beneficial ownership) beserta 

Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak/tax identity sesuai 

dengan format terlampir yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, 

dalam pengajuan permohonan perizinan, persetujuan, 

dan/atau pelaporan yang diterbitkan atau diterima oleh 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

 

KEDUA  :   Permohonan perizinan dan pelaporan sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU termasuk: 

a. Permohonan persetujuan pengalihan sebagian atau 

seluruh Partisipasi Interes pada kegiatan usaha hulu 

minyak dan gas bumi; 

b. Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan 

perubahan Pengendalian Secara Langsung pada kegiatan 

usaha hulu minyak dan gas bumi; 

c. Pelaporan pengalihan saham yang mengakibatkan 

perubahan pengendalian secara tidak langsung pada 

kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kecuali 

pengalihan saham yang dilakukan melalui bursa saham 

Indonesia; 
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d. Pelaporan perubahan direksi dan/atau komisaris pada 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi; 

e. Pelaporan pengalihan saham bagi pemegang Izin Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) di bidang 

ketenagalistrikan, kecuali pengalihan saham yang 

dilakukan melalui bursa saham Indonesia; 

f. Pelaporan perubahan direksi dan/atau Komisaris 

pemegang IUPTL di bidang ketenagalistrikan; 

g. Permohonan persetujuan pengalihan saham bagi 

pemegang Izin Usaha Pertambangan (lUP) atau IUP 

Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau 

pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, lzin Usaha 

Pertambangan Khusus (IUPK), Kontrak Karya (KK), atau 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 

(PKP2B) di bidang mineral dan batubara, kecuali 

pengalihan saham yang dilakukan melalui bursa saham 

Indonesia; 

h. Permohonan persetujuan perubahan direksi dan/atau 

Komisaris bagi pemegang lUP atau lUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang 

diterbitkan oleh Menteri, lUPK, KK, atau PKP2B di bidang 

mineral dan batubara; 

i. Permohonan persetujuan pengalihan saham bagi 

pemegang Izin Panas Bumi (IPB) di bidang Panas Bumi, 

kecuali pengalihan saham yang dilakukan melalui bursa 

saham Indonesia; dan 

j. Permohonan persetujuan perubahan direksi dan/atau 

Komisaris bagi pemegang IPB di bidang Panas Bumi, 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

 

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Badan 

Usaha/Badan Usaha Tetap yang telah mendapatkan atau 

masih dalam proses pendaftaran, pengesahan, persetujuan, 

pemberitahuan, dan perizinan, wajib mengikuti penerapan 

prinsip mengenali Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari 

Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 23). 






